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PEMKAB BOYOLALI SIAPKAN Rp4 MILIAR UNTUK PROGRAM BTT, 
ODGJ DAN KORBAN KEBAKARAN BISA DAPAT BANTUAN 

 

 
 

Sumber Gambar :  
1.487 Warga Belum Terima Bantuan, Pemko Manado Tunggu Dana Pusat - Tribunmanado.co.id 

(tribunnews.com) 
 

Isi Berita: 

SuaraSurakarta.id - Pemerintah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah 

menyiapkan dana Rp4 miliar untuk membantu warga kurang mampu lewat Program 

Bantuan Tidak Terduga (BTT) Tahun 2022. 

Melalui Program BTT, Pemerintah Kabupaten Boyolali akan memberikan bantuan senilai 

Rp15 juta per orang kepada warga yang mengalami musibah. 

"Antara lain karena sakit, kebakaran, (juga) orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan 

lain-lain," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Budi Prasetyaningsih dikutip 

dari ANTARA Kamis (22/9/2022).  

Menurut dia, Dinas Sosial memberikan BTT kepada warga yang membutuhkan 

berdasarkan laporan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), camat, dan 

lurah yang dilengkapi dengan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga (KK) dan 

kartu tanda penduduk (KTP). 

"Kalau rumah terbakar, langsung TKSK ke lapangan. Sudah ada koordinatnya. Sehingga, 

kami dapat menentukan bantuan yang diberikan. Misal, jaminan hidup, tambah kasur, dan 

lain sebagainya karena tidak mampu," katanya. 

Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga sosial dan kemanusiaan seperti Palang Merah 

Indonesia (PMI), Badan Amil Zakat Nasional, organisasi perangkat daerah terkait, serta 

15 rumah sakit di Boyolali dan Surakarta dalam menyalurkan bantuan bagi warga yang 

mengalami musibah. 
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Budi mencontohkan, beberapa waktu PMI Kabupaten Boyolali membantu perbaikan 

rumah warga dan Dinas Sosial membantu memberikan bantuan biaya hidup kepada warga 

pemilik rumah. 

"Jadi dapat meringankan masyarakat kurang mampu yang terkena musibah. Kami jadi 

tidak boleh keluar dari jalur, itu cross cutting-nya di situ, sehingga bantuan dapat selesai 

dan tidak menunggu lama. Jadi tanggap sosial, pemerintah hadir," katanya.  

 

Sumber Berita : 

1. Pemkab Boyolali Beri BTT Sebagai Wujud Perhatian ke Masyarakat - DAERAH | RRI 

Surakarta |, tanggal 21 September 2022 

2. Pemkab Boyolali Siapkan Rp4 Miliar untuk Program BTT, ODGJ dan Korban 

Kebakaran Bisa dapat Bantuan - Suara Surakarta, tanggal 22 September 2022 

3. Pemkab Boyolali Sediakan Rp4 Miliar untuk Program Bantuan Tidak Terduga 

(inews.id), tanggal 22 September 2022 

4. Pemkab Boyolali Beri Bantuan Tidak Terduga kepada ODGJ – Laman 2 dari 2 – 

Timlo.net, tanggal 22 September 2022 

 

Catatan: 

 Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah.1 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. 

belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer2 

  Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk 

keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya.3 

  Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan 

dalam Belanja Tidak Terduga.4 Belanja tidak terduga digunakan untuk 

menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak 

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran 

atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak 

dapat direncanakan sebelumnya.5 Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik 

masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.6  

                                                             
1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1) 
2 Ibid, Pasal 55 ayat 1 
3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
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 Keadaan darurat meliputi:7 

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;  

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau  

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.  

 

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

  

                                                             
7 Ibid 


